
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  



Konsep kerugian negara dalam kaitannya dengan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara diatur 
dalam Pasal 1 angka 22 UU No 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Jo. Pasal 1 angka 15 UU No 15 
Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan yang menyatakan : 

Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti 
jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. 

 
Pemulihan terkait kerugian negara dalam pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada dasarnya 
diatur dalam Pasal 35 ayat (1) UU No 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara untuk subjek pejabat negara 
dan PNS Non bendahara serta Pasal 35 ayat (2) UU No 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara untuk subjek 
Bendahara. Adapun pengaturan Pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut: 

• Pasal 35 ayat (1) UU No 17 Tahun 2003 

Setiap pejabat negara dan pegawai negeri bukan bendahara yang melanggar hukum atau melalaikan 
kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan negara diwajibkan 
mengganti kerugian dimaksud. 

 

• Pasal 35 ayat (3) UU No 17 Tahun 2003 

Setiap bendahara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) bertanggung jawab secara pribadi atas 
kerugian keuangan negara yang berada dalam pengurusannya. 

 


